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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

      Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya harus ada sekelompok rakyat yang 

hidup atau tinggal di suatu wilayah yang permanen dan ada pemerintahan yang berdaulat 

baik kedalam maupun keluar untuk mencapai tujuan bersama.Tujuan didirikan suatu 

negara adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa serta mampu melaksanakan perdamaian dan keadilan 

sosial.Dalam negara berkembang dan negara berdaulat menjadi suatu keharusan untuk 

menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Agar terpenuhi hal tersebut  negara 

membentuk suatu organisasi yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

yang di beri tugas dan fungsi masing-masing, sehingga mampu mewujudkan kepentingan 

masyarakat dan terwujudnya masyarakat yang makmur. 

      Pada organisasi yang telah dibentuk dalam suatu negara, pemerintah daerah 

merupakan bagian atau turunan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu diatur pada pasal 13 

Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana yang tertuang dalam ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia NO.XV/MPR 1998 tentang 

penyelenggaraan Otonomi Daerah bahwa pengaturan, pembagian dan pemanfaatan 

sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai pada peraturan perundang-undangan.”Pemerintah 

daerah harus terus menggali berbagai sumber penerimaan yang nantinya akan digunakan 

dalam menunjang pelaksanaan pembangunan.” 
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      Pembangunan akanterlaksanakan jika tersedia dana.”Sumber dana tersebut bisa 

diperoleh pada menggali sumber-sumber potensi daerah.”Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam 

pembangunan.Hal ini bisaterlihat pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang mana peranan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisabisa diharapkan dan diupayaken bisa menjadi 

penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.Oleh sebab itu 

pemerintah daerah harus bisa mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari 

daerah sendiri.Pada demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang bisa 

digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. 

      Sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan dana publik harus di kelola 

secara bertanggung jawab. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat (UU No. 23 tahun 2014).Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dalam anggaran dan belanja daerah (APBD) adalah Pajak daerah.Pajak daerah 

adalah iuran wajib yang di bayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah 

daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai 

pelaksanaan pemerintah daerah.Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi 

atau badan yang di lakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang bisa di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. 

      Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan 

pelaksanaaan pemerintah daerah setempat untuk pembangunan adalah menggali setiap 

potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Kerjasama yang baik dan 

berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta sangat di perlukan. Hal yang 
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tidak kalah penting adalah bahwa dalam jangka panjang masyarakat perlu diarahkan 

sepenuhnya untuk membiayai peningkatan kualitas pengelolaan infrasturktur. Pajak 

daerah serta retribusi daerah merupakan bentuk peranan masyarakat dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber penting untuk 

penyelenggaraan pemerinah dalam pembangunan daerah.”Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain.”Jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota 

berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 berdasarkan perubahan atas undang-

undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri atas 11 

sektor pajak yang meliputi Bea Perolehan Atas Hak tanah Dan bangunan (BPHTB), pajak 

reklame, pajak restoran, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan 

logam, pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak 

penerangan jalan.  

      Sumber pendapatan dari pajak daerah yang di pungut atas semua penyelenggaraan 

pajak tersebut, penerimaan dan pengelolaan dilaksanakan oleh pemerintah 

Kota/Kabupaten.Pada kemajuan ini jelas mempengaruhi kepada kegiatan-kegiaan lainnya, 

seperti kegiatan yang ada hubungannya pada bidang penyelenggaraan pajak, maka 

dipastikan bahwa potensi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah cukup besar dan 

meyakinkan. Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli 

daerah, maka pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Badan Pendapatan Derah 

(BAPENDA) berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta bisa mencapai 

target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah di tetapkan sebagai optimalisasi dan 

usaha meningkatkan kontibusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 
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      Pada penelitan ini, penulis tertarik untuk meneliti penerimaan pajak Mineral Bukan 

Logam Kabupaten Ogan Ilir, yang mana pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

(MBLB) adalah bagian dari pajak daerah yang lumayan potensial  yang merupakan salah 

satu dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain retribusi daerah, perusahaan 

daerah, atau pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pajak 

Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut : 

Tabel I. Harga Patokan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Ogan  

Ilir Tahun 2018 

NO KOMODITAS SATUAN HARGA SATUAN (Rp) 

1 Pasir Bangunan (Kasar) Mᶾ 30.000 

2 Pasir Bangunan (Halus) Mᶾ 20.000 

3 Tahan Urug Mᶾ 20.000 

4 Tanah Liat Mᶾ 15.000 

5 Kerikil Mᶾ 60.000 

6 Batu Koral Mᶾ 60.000 

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Kabupaten Ogan Ilir 

 

Gambar I. Aktivitas Penambangan Pasir di Tanjung Raja 

Sumber: Diolah oleh Peneliti 
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      Undang-undang serta peraturan tersebut memberikan pandangan bahwa setiap warga 

atau kelompok yang memiliki kegiatan dalam pengambilan mineral bukan logam dan 

batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi akan di kenakan pajak. 

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melihat peluang pada sumber daya yang tersedia di 

Kabupaten Ogan Ilir merupakan potensi untuk pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir 

sesuai pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang pajak daerah. Tetapi 

kenyataan target realisasi tidak terlaksana pada baik. Salah satu faktornya adalah masih 

banyak penambang ilegal yang belum sadar akan pembayaran pajak kepada pemerintah, 

kemudian pembuatan asumsi terhadap proyek jalan tol yang menghubungkan kota  

Palembang dan Indralaya sepanjang 22 KM serta sebagian jalan tol kapal betung 

sepanjang 7 KM. Target dan Realisasi  pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di 

Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan keterangan Bapenda kabupaten Ogan Ilir tahun 2018 

sebagai berikut : 

Tabel 2.Target dan realisasi Perolehan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2018 

No Tahun Target Realisasi % 

1. 2016 70.360.000.000,00 2.854.242.470,00 4,06% 

2. 2017 55.000.000.000,00 2.157.343.240,00 3,92% 

3.  2018 20.000.000.000,00 2.470.282.260,00 12,35% 

Sumber : Bapenda Kabupaten Ogan Ilir,2016- 2018 (Data di olah) 

      Dari tabel 2 diatas di jelaskan target dan realisasi penerimaan pajak Mineral Bukan 

Logam di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 tidak tercapai target pada selisih 87,65%. 

Untuk mengetahui  dan menjelaskan masalah diatas maka harus diketahui terlebih dahulu 

sumber-sumber dari tiap penerimaan dan cara untuk merumuskan targetan di setiap 

tahunnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai penerimaan pajak Mineal Bukan Logam dan Batuan di Badan pendapatan 
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daerah (Bapenda) kabupaten Ogan Ilir pada judul “Akuntabilitas Penganggaran Pajak 

Mineral Bukan Logam Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018”. 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian dilatar belakang tersebut, maka dirumuskanlah permasalahannya 

yaitu Bagaimana Akuntabilitas Penganggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018? 

C. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Akuntabilitas 

Penganggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 

2018. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis  

      Pada hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada para pengambil 

kebijakan mengenai aspek-aspek yang behubungan pada pertanggungjawaban dan 

pengolaan pajak di Badan pendapatan daerah Kabupaten ogan Ilir serta bisa tercapainya 

target atas perencanaan yang ada. 

2. Manfaat Teoritis  

      Secara teoritis hasil penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dan 

informasi pada jurusan Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan pada 

konsentrasi Keuangan Negara mengenai Akuntabilitas Penganggaran Pajak Mineral 

Bukan Logam Dan Batuan. 
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